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1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan
pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah
berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana
yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling
menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah
menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Rencana pembangunan
nasional yang dilakukan oleh pemerintah telah dirumuskan dalam GBHN atau
Garis-Garis Besar Haluan Negara yang telah diganti dengan Propenas (Program
Pembangunan Nasional) yang berlandaskan UU Nomor 25 tahun 2000, ideologi
Pancasila dan konstusional UUD 1945 tentang pembangunan nasional akan
berkaitan secara langsung dengan proses pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur
perekonomian. Transformasi struktural sendiri merupakan proses perubahan
struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri, perdagangan dan
jasa, di mana masing-masing perekonomian akan mengalami transformasi yang
berbeda-beda. Pada umumnya transformasi yang terjadi di negara sedang
berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri.
Perubahan struktur atau transformasi ekonomi dari tradisional menjadi modern
secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dalam ekonomi yang
berkaitan dengan komposisi penyerapan tenaga kerja, produksi, perdagangan,
dan faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus menerus untuk meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pendapatan perkapita
dalam Todaro & Smith (2011). Dengan pembangunan diharapkan kesejahteraan
masyarakat meningkat ke arah lebih baik. Ukuran keberhasilan pembangunan
idealnya harus mensejahterakan masyarakat di wilayah tersebut, bukan segelintir
kelompok atau orang saja.

Membangun Indonesia dari pinggiran itu berarti desa harus dibangun
karena sebagian besar penduduk Indonesia ada didesa. Masyarakat desa harus
diposisikan sebagai subjek atau pelaku dari pembangunan itu sendiri, sehingga

masyarakat desa diberi kewenangan untuk dapat mendefenisikan kebutuhannya



sendiri sehingga program dan kegiatan pembangunan desa harus menyentuh
secara langsung kebutuhan masyarakat desa. Desa mempunyai wewenang yang
penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan,
termasuk pembangunan di Desa. Salah satu program pemerintah dalam
mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan Dana Desa sebagai
salah satu sumber pendapatan desa. Realisasi Dana Desa merupakan tindak
lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah — daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan
melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perkonomian, mengatasi
kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai
subjek dari pembangunan. Tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan  kemiskinan, melalui: pemenuhan kebutuhan dasar,
pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi
lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Sejak dimulainya program Dana Desa, pemerintahan dan masyarakat
mengutarakan begitu banyak harapan untuk menjaga dan meningkatkan daya
beli masyarakat serta untuk membangun infrastruktur dan sektor padat karya
yang bisa langsung berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
desa. Program ini juga diharapkan dapat menjadikan desa sebagai pilar penting
dalam mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan dan ketertinggalan. Dana
Desa dalam kebijakan Jokowi-JK sangat berkembang pesat dan terus
meningkat. Dengan adanya Dana Desa diharapkan mampu meningkatkan
perekonomian desa dengan cara memanfaatkan potensi desa sehingga akan
meningkatkan kualitas pendapatan masyarakat desa. Pada era Jokowi-JK Dana
Desa memiliki tujuan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan
pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan
perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta
memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dana Desa
merupakan bentuk kongkrit pengakuan negara terhadap hak asal usul desa dan
kewenangan lokal berskala desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi
Ekonomi Pembangunan tambahan energi bagi Desa dalam melakukan
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mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila
Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai
nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas
terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana
tersebut dalam Kemendes PDTT, 2016). Secara teknis, Dana Desa sendiri diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana
Desa. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun
2007 tentang Alokasi Dana Desa terdapat pada Pasal 18 yang menerangkan
bahwa ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen)

Titik berat suatu pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang
merupakan penggerak utama pembangunan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui
70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di daerah pedesaan,
sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan (Amri, 2015: 295-
299). Pembangunan sendiri merupakan usaha untuk mengurangi berbagai
kesenjangan baik itu pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, maupun
kesenjangan desa dan kota. Pembangunan perdesaan dapat juga dipandang
sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk
meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan
kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan (Kasiyanto, 2004:
55). Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama
dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum
membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Oleh
karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu
menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan, salah satu
upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa
melalui kewirausahaan desa yang diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa
(BUMDES) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa.

BUMDES merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang
pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka
pemberdayaan masyarakat desa. BUMDES diatur di dalam pasal 213 ayat (1)
UU Nomor. 23 Tahun 2014, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik



Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta yang terakhir
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan
Usaha Milik Desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari
kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan
usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa
(Kamaroesid, 2015: 2). Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung
kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau
badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada
potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan
efektif. Kedepan BUMDES akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa
yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi
masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Kamaroesid, 2015: 2).

Observasi awal yang dilakukan oleh didapatkan bahwa BUMDES di Desa
Lamahu Kecamatan Bilato yang telah diberdiri sejak 4 tahun yang lalu itu
dianggap tidak memberikan kontribusi yang jelas dalam meningkatkan ekonomi
masyarakat desa, padahal tujuan dibentuknya BUMDES salah satunya adalah
bagaimana masyarakat yang ada di wilyahnya dapat meningkat ekonomi dan
kesejahteraannya. Hal lain yang ditemukan pada saat dilakukan observasi
adalah usaha bisnis yang di laksanakan oleh BUMDES adalah hanya usaha
bisnis pengisian air minum (RO), Fotokopi dan ATK, hal ini pula yang sering
dikeluhkan oleh masyarakat, harapan masyarakat adalah bahwa BUMDES
mampu menciptakan unit bisnis yang menjadi kebutuhan masyarakat misalnya
seperti: pengadaan pupuk, pengadaan bibit pertanian dan hal-hal yang
menyangkut kebutuhan masyarakat berdasarkan profesi yang dijalankan yakni
rata-rata berprofesi sebagai petani dan pekebun.

Bertolak dari latar belakang masalah yang dikemukakan, serta adanya
keinginan peneliti untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai
BUMDES dalam meningkatkan Ekonomi Masyarakat, maka peneliti mengangkat
judul penelitian “Peran BUMDES dalam Meningkatkan Perekonomian
Masyarakat di Daerah Pedesaan (Studi di Desa Lamahu Kecamatan Bilato

Kabupaten Gorontalo)”.



1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah dalam
penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Tidak ada kontribusi nyata BUMDes dalam meningkatkan ekonomi
masyarakat.
2. BUMDes tidak mampu menciptakan usaha yang mendukung profesi
masyarakat, BUMDes hanya menciptakan bisnis musiman.
1.3 Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penelitian ini
difokuskan pada: Peran BUMDES dalam Meningkatkan Perekonomian
Masyarakat di Daerah Pedesaan (Studi di Desa Lamahu Kecamatan Bilato
Kabupaten Gorontalo).
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk: Mengetahui bagaimana Peran
BUMDES dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Daerah Pedesaan
(Studi di Desa Lamahu Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo).
1.5 Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan yang dipaparkan oleh peneliti maka diharapkan
penelitian ini dapat memberikan manfaat. Manfaat penelitian ini terdiri dari dua
macam, yaitu:
1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian
selanjutnya dan mempunyai kegunaan dibidang pengembangan ilmu
ekonomi.
2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan informasi,
wawasan dan pengetahuan kepada lembaga yang diteliti, melainkan juga
dapat memberikan manfaat yang positif baik bagi Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) maupun pemerintah Desa Lamahu agar dapat mengevaluasi
program dan meningkatkan kinerja demi terwujudnya kesejahteraan sosial

masyarakat Desa Lamahu Kecamatan Bilato.
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21 Landasan Teori
2.1.1 Kosep Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti
pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat
tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.
Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia
terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu
yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya (Ahmadi, 2004:39). Pengertian
peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis
kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya
sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto,
2002:220).

Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah
ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran
normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dalam penegakan
hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu
penegakan hukum secara penuh (Soekanto, 2002:221). Sedangkan peran ideal,
dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang
peranan tersebut.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh
seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang
dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dankewajiban-
kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.
Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku
tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang
juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang
dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan
pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang
sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang
yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran

mencangkup 3 (tiga) hal, yaitu:



1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat
seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian
peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan
kemasyarakatan.

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh
individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat
dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial
masyarakat.

3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu
jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup
berkelompok (Thoha, 2005:76).

Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota
masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya
interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan
bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan
aspek vyang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang
melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka
orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan
pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang
pengertian peran.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran
adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau
sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan
tertentu. Teori peran tidak cenderung mengklarifikasikan istilah-istilahnya
menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan Klarifikasinya pada sifat asal
dari perilaku dan tujuannya (motivasinya).

Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas
dari cara mencapai tujuan atu hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan
adanya cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari
masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran ketika cara itu
bertentangan dengan aspek lain dari peran.

2.1.2 BUMDES

Pengertian Badan Usaha Milik Desa Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut



BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan
usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
(Kamaroesid, 2015: 2). BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan
Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli
desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap
Pemerintah Desa memberikan “goodwill’ dalam merespon pendirian BUMDes
(Dewi, 2012). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan,
BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya.
Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga
ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama

2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui
penyertaan modal (saham atau andil)

3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya
lokal (local wisdom)

4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi
pasar

5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village
policy)
Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD,
anggota)

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas
inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal
usaha BUMDes bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup
kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar,
seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud

dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara



bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan

oleh pemerintah desa dan masayrakat dalam rangka memperolah keuntungan

bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa
Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah (Kamaroesid, 2015: 8)

1. Meningkatkan perekonomian desa
Meningkatkan pendapatan asli desa
Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan
masyarakat

4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Menurut Seyadi (2003:16) peranan BUMDes adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi
masyarakat Desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi dan sosialnya.

2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan
manusia dan masyarakat.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan
perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian
masyarakat desa

5. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga
dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan
perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara
kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable.

Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha

tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk

mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan

(produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan

jasa yang dikelola masyarakat dan PemDes. Pemenuhan kebutuhan ini

diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi
usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga
ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar
desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar.

Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama,



sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha
yang dijalankan oleh BUMDES.

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan
perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal
90

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132
sampai Pasal 142

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal
89

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan
pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Organisasi pengelola BUMDes hendaklah dilakukan terpisah dari
organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola
BUMDES terdiri dari:

a. Penasihat;
b. Pelaksana Operasional; dan
c. Pengawas

Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh Masyarakat Desa melalui
Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang
Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
Desa. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau
diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh
pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat.

Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

a. Kooperatif
Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan
kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup
usahanya.

b. Partisipatif
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Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara
sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat

mendorong kemajuan usaha BUMDes.

c. Emansipatif
Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama
tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

d. Transparan
Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus
dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan
terbuka.

e. Akuntabel
Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis
maupun administratif.

f. Sustainabel
Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat
dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses
penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal
ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin
besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk
pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan
PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa.
Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah
memperkuat kerjasama (cooperatif), membangun kebersamaan/menjalin
kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong
(steam engine) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan
membuka akses pasar.

Masalah keuangan dalam BUMDES secara umum diatur dalam
Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini
adalah sumber-sumber permodalan BUMDes yaitu Pemerintah Desa, Tabungan
Masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota, Pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi

hasil atas dasar saling mengutungkan. Modal BUMDes yang berasal dari
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pemerintah Desa adalah merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana
bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot dapat
berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerja sama usaha dapat dilakukan
BUMDes dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDes dapat melakukan
pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada
pemerintah daerah. Persentase permodalan BUMDes 51% adalah berasal dari
Desa, sedangkan sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.
Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes
kepada penasehat secara ex-officio dijabat oleh kepala desa. Sedangkan BPD
melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa dalam membina
pengelolaan BUMDes. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas
pembinaan terhadap BUMDes kepda BPD vyang disampaikan melalui
Musyawarah Desa.
Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes:
1. Bisnis Sosial/Serving
Melakukan pelayanaan pada warga sehingga warga mendapatkan manfaat
sosial yang besar. Pada model usaha seperti ini BUMDES tidak
menargetkan keuntungan profit. Jenis bisnis ini seperti pengelolaan air
minum, pengolahan sampah dan sebagainya.
2. Keuangan/Banking
BUMDes bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga
mendapakan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah
mungkin. Bukan rahasia lagi, sebagian besar bank komersil di negeri ini
tidak berpihak pada rakyat kecil pedesaan. Selain mendorong produktivitas
usaha milk warga dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga bisa
menyelamatkan nasib warga dari cengkeraman renternir yang selama ini
berkeliaran di desa-desa.
3 Bisnis Penyewaan/Renting
Menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan
berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya
penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor dan sebagainya.
4 Lembaga Perantara/Brokering
BUMDes menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada

pasar yang lebih luas sehingga BUMDes memperpendek jalur distribusi
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komoditas menuju pasar. Cara ini akan memberikan dampak ekonomi yang
besar pada warga sebagai produsen karena tidak lagi dikuasai tengkulak.
5 Perdagangan/ Trading
BUMDes menjalankan usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan
masyarakat yang selama ini tidak bisa dilakukan warga secara perorangan.
Misalnya, BUMDes mendirikan Pom Bensin bagi kapal-kapal di desa
nelayan. BUMDes mendirikan pabrik es ada nelayan sehingga nelayan bisa
mendapatkan es dengan lebih murah untuk menjaga kesegaran ikan
tangakapan mereka ketika melaut.
6 Usaha Bersama/Holding
BUMDes membangun sistem usaha terpadu yang melihatkan banyak usaha
di desa. Misalnya, BUMDes mengelola wisata desa dan membuka akses
seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang
dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu.
7 Kontraktor/Contracting
Menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti
pelaksana proyek desa, permasok berbagai bahan pada proyek desa.
2.1.3 Ekonomi Masyarakat
Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi,
distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa.Ekonomi secara umum
atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga
(Depdiknas, 2017: 854).Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan
cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan
jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi
sebaik-baiknya.Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan
harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikkan, pengembangan maupun
distribusi (Sholahuddin, 2007: 3). Manusia hidup dalam suatu kelompok yang
membentuk suatu sistem.Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai
interaksi, kaitan, atau hubungan dari unsur- unsur yang lebih kecil membentuk
satuan yang lebih besar dan komplek sifatnya.Dengan demikian sistem ekonomi
adalah interaksi dari unit-unit yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam
unit ekonomi yang lebih besar disuatu wilayah tertentu (Deliarnov, 2009: 2).
Adapun ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada

kekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat sendiri adalah

13



sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan
yang dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang
dapat diusahakan, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah
(UKM) terutama meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan,
makanan dan sebagainya. Tujuan dari perekonomian adalah untuk
mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai
kemudahan dan kepuasan. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka
akan tercipta kesejahteraan kelangsungan hidup yang produktif. Ekonomi
masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya (basic need) yaitu sandang, pangan, papan,
kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa
pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan
kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi
kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat
berpotensi dalam proses pembangunan nasional (Sukalele, 2014: 5)

Ekonomi masyarakat berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat.
Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan,
kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan
tenteram secara lahiriah maupun batiniah (Sodig, 2015). Dalam UU No. 11 tahun
2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial
adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga
negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat
melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial
guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi
sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan social (UU No. 11
Tahun 2009). Di antara tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial adalah
sebagai berikut:

a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
c. Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah

kesejahteraan sosial.

14



d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia
usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan
berkelanjutan.

e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam
penyelenggaraan  kesejahteraan sosial secara melembaga dan
berkelanjutan.

f.  Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dilihat dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa konsep
kesejahteraan memiliki beberapa kata kunci yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar,
dan juga dapat melaksanakan fungsi sosial warga Negara.Upaya untuk
mencapai kesejahteraan dapat dilakukan secara individu maupun kelompok.

Kesejahteraan terdiri dari dua macam yaitu:

a. Kesejahteraan Perorangan
Kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan

perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor

ekonomi lainnya, kesejahteraan perorangan sinonim dengan tingkat terpenuhinya
kebutuhan dari warga yang bersangkutan.

b. Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan

tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar

kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012: 145). Menurut BKKBN ada lima indikator
yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga
sejahtera, yaitu: anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama
yang dianut masing-masing. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan
dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang
berbeda dirumah, sekolah, bekerja dan bepergian, bagian terluas lantai rumah
bukan dari tanah, bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin
mengikuti KB ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern (Sub

Direktorat Statistik, 2011: 4).

Dari beberapa penjelasan indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan
bahwa indikator kesejahteraan meliputi:

1) Pendapatan
Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang

berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan annggota-
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anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut bisanya dialokasikan untuk
konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat
material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:
a. Tinggi (Rp.>5.000.000)
b. Sedang (Rp. 1.000.000-Rp.5.000.000)
c. Rendah (< Rp.1.000.000)
2) Konsumsi Pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan
rumah tagga/keluarga.Selama ini berkembang penelitian bahwa besar kecilnya
proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran
rumah tangga tersebut.Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih
besar untuk konsumsi makanan yang mengindikasikan rumah tangga yang
berpenghasilan rendah.Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin
kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah
tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan
semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan akan jauh lebih
kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan <80%
pendapatan.
3) Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh
orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewsaannya
dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendri
tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern
memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam
mencapai tujuan sosial pemeritah bersama orang tua telah menyediakan
anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaram untuk kemajuan
sosial dan kemajuan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang
serupa nilai-nilai luhur yang hasil kewajiban untuk memenuhi hukumhukum dan
norma-norma yang berlaku jiwa patriotisme dan sebagainya.Menurut menteri
pendidikan kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib belajar
9 tahun.
4) Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Salah satu
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ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan

pembangunan sumber daya manusia anatar Negara adalah Human

Deveelopment Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks

tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari indikator kesehatan

(umur harapan hidup 45 waktu lahir), pendidikan (angka melek huruf dan

sekolah) serta ekonomi (pengeluaran riil perkapita) (Kementrian Kesehatan

Republik Indonesia, 2017: 13). Indikator kesehatan yang menjadi komponen

sejahtera meliputi pangan, sandang, dan papan.

5) Perumahan Masyarakat
Menurut Biro Pusat Statistik dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera

adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap yang baik.

Bangunan yang dianggap sejahtera adalah luas lantainya lebih dari 10 m dan

bagian terluas dari rumah bukan tanah dan penguasaan tempat tinggal adalah

milik sendiri. BKKBN mengkonsepkan perkembangan kesejahteraan masyarakat

Desa sebagai ukuran kesejahteraan keluarga atau taraf hidup masyarakat, terdiri

dari lima tingkat kesejahteraan, yaitu (Bungkaes, 2013: 8):

a) Keluarga prasejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi
kebutuhan dasar minimum seperti kebutuhan pangan, sandang, papan dan
kesehatan.

b) Keluarga sejahtera |, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan
dasar minimum, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial
psikologisnya seperti: pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi
lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

c) Keluarga sejahtera ll, yaitu keuarga yang disamping telah dapat memenubhi
kebutuhan dasar minimal, juga kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum
dapat memenuhi kebutuhan perkembangannya seperti menabung.

d) Keluarga sejahtera lll, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh
kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan
perkembangan, namun belum dapat berpartisipasi maksimal terhadap
masyarakat baik dalam bentuk sumbangan material, keuangan maupun ikut
secara aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

e) Keluarga sejahtera lll-plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenubhi
seluruh kebutuhan baik kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial

psikologis, maupun yang bersifat perkembangan serta telah dapat

17



memberikan sumbangan nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat dan
pembangunan.
2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan

Penelitan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan
Kesejahteraan Masyarakat telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya,
hasil dari beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis yang ditulis oleh Eddy Yusuf
Agunggunanto, dkk. yang berjudul Pengembangan Desa Mandiri Melalui
Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tujuan penelitian ini
mengetahui kondisi dan tata kelola BUMDes yang sedang berkembang. Metode
yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan
kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan
pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian
desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa
daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber
daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah
karena masih rendahnya pengetahuan mereka.

Jurnal A-Igtishadi yang ditulis oleh Mahbub Junaidi yang berjudul Evaluasi
Pelaksanaan BUMDES Berbasis Ekonomi Syariah di Desa Temurejo Kecamatan
Bangorejo Kabupaten Bayuwangi. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan
dan menganalisis pelaksanaan BUMDes berbasis ekonomi syariah di Desa
Temurejo Kecamatan Bangorejo.Metode Penelitian yang digunakan pada
penelitian ini pendekatan kualitatif, Pengumpulan data dilakukan dengan
observasi, wawancara, dan dokumentasi.Dalam penelitian ini juga menggunakan
penelitian survei guna memperoleh data mengenai evaluasi pelaksanaan
BUMDes berbasis ekonomi syariah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelaksanaan BUMDes berbasis ekonomi syariah berjalan lancar.Namun masih
sedikit saja ada kendala yang masih belum bisa diatasi dengan baik.Meskipun
tujuan agar sesuai dengan yang diinginkan, kendala diantaranya masih
kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, serta insfrastrukturnya.

E-Journal yang ditulis oleh Dantika Ovi Era Tam dan Yanuardi, M. Siyang
yang berjudul Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bagi Kesejahteraan
Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul

Tahun 2013. Menggunakan teori dari Thomas R. Dye dengan pendekatan
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kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDES Karangrejek telah
berhasil member dampak positif bagi peningkatan perekonmian Desa dan
Kesahteraan Masyarakat meskipun UnitUnit yang ada dalam BUMDESbelum
berjalan secara keseluruhan. Jurnal lImu Administrasi Negara yang ditulis oleh
Khairul Amri yang berjudul Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa
(BUMDES). Dengan sifat penelitian Deskriptif Kualitatif yang menggunakan
Snowballing Sampling serta teknik pengumpulan datanya dengan wawancara
dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan
program BUMDES secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik namun

belum maksimal
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